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Abstrak: Quantitatively, penetration of Indonesian 
internet and social media users has increased sharply 
in the last two years, because it is ranked third in 
the world. Social media has become a new form of 
public sphere which is then called the virtual sphere. 
Social media as a virtual sphere is used by the 
millennial and Z generations to respond, criticize and 
build public opinion related to political issues in 
Indonesia. This research aims to determine the 
development of political behavior of the Indonesian 
millennial and Z generation in the virtual sphere. 
The theoretical basis used is Jurgen Habermas's 
public sphere theory and Papacharissi's Virtual 
Sphere theory. The results of the analysis show that 
the political behavior of the millennial and Z 
generations in the virtual sphere is influenced by 
their respective backgrounds. The behavior of the 
Indonesian millennial and Z generations tends to be 
impolite. The younger generation tends to carry out 
cyberbullying, hate speech, hoaxes and character 
assassination against parties who have different 
political views. 
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PENDAHULUAN 
Public sphere (Habermas, 1984; Hohendahl, 2014) merupakan konsep 

normatif yang ideal yang mengambil spirit Frankfurt Schools (Surin, 2022) yang 
digagas sebagai ruang diskursif yang komunikatif antar anggota masyarakat secara 
dinamis dan terbuka sebagai respon atas kebijakan publik yang dibuat oleh negara. 
Public sphere merupakan ruang pertemuan antara warga masyarakat sebagai 
anggota civil society dengan state. Public sphere itu idealnya dapat diakses oleh 
seluruh anggota masyarakat tanpa batas posisi klasnya. Namun dalam 
kenyataannya, pada abad ke-18 lalu, public sphere hanya dapat diakses oleh para 
kaum laki-laki dari kelompok borjuis yang berasal dari klas menengah profesional 

dan kaum akademisi saja. Sementara itu, para wanita, etnis minoritas, dan klas 
pekerja tidak dapat berpartisipasi dalam public sphere karena alasan status sosial 
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dan ekonomi mereka. Pada waktu itu tidak setiap orang dapat berpartisipasi, dan 
tidak pula memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pemikirannya 
dalam perdebatan yang berlangsung di public sphere. Public sphere yang digagas 
oleh Jurgen Habermas tidak menggambarkan realita praktek demokrasi liberal yang 

sedang berlangsung di Eropa kala itu (Gestrich, 2006), namun lebih bersifat utopis 
layaknya tradisi teori kritis (Misgeld, 1984). 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 
teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi sejak abad ke-20, gerakan 
modernisasi membawa dampak perubahan pada semua bidang kehidupan, 
termasuk di dalamnya berupa transformasi struktur public sphere. Telah terjadi 
perubahan struktur dan peran media, diantaranya adalah terjadinya delegitimasi 
media. Fenomena ini disebut dengan ‘refeudalisation’ of power, yakni the growth 
of the culture industries yang dikontrol oleh private companies dan media 
(Hohendahl, 2014). Meskipun mungkin Habermas kecewa terhadap perkembangan 
struktur public sphere, namun harus diakui secara obyektif, bahwa modernisasi dan 
globalisasi justru memiliki kontribusi positif pada lahirnya new form of public 
sphere, yaitu virtual sphere, suatu ruang perdebatan public yang berlangsung di 
alam virtual melalui internet dan aplikasi media sosial (Papacharissi, 2020). 

Transformasi struktur public sphere ini menjadi angin segar bagi seluruh anggota 
masyarakat untuk turut berpartisipasi pada forum debat public, dengan tanpa 
dibatasi oleh klas sosial, etnis, jenis kelamin, dan profesinya (Çela, 2015; Losifidis, 
2011; Papacharissi, 2020). 

Keterbukaan ruang publik sangat diperlukan, sehingga dapat berkontribusi 
pada upaya pengembangan civil society (Bimber & Gil de Zúñiga, 2020) sebagai 
komponen utama masyarakat, selain state, and market. Public sphere dapat 
berfungsi sebagai alat control terhadap serangkaian kebijakan public yang dibuat 
oleh state melalui forum-forum diskursif yang terlembaga. Dalam public sphere, 
peoples memiliki kebebasan menyampaikan pendapatnya sesuai dengan nilai dan 
norma yang berlaku di masyarakat atau the rules of law yang ada. Meskipun dalam 
satu sisi public sphere mendapat apresiasi yang tinggi dari para kaum modernis, 
namun pada sisi lain public sphere juga mendapat serangan yang tajam dari para 
postmodernist (Villa, 1992) karena wilayah publik tersebut tetap saja belum 
mampu memberikan ruang debat publik yang benar-benar terbuka, dan tanpa 
tekanan dari kekuasaan, baik dari Negara maupun dari pasar. Gambaran public 
sphere-nya terlalu normatif, dan tidak menggambarkan realita yang sebenarnya. 

Negara dengan sistem demokrasi yang baik akan dibarengi oleh partisipasi 

masyarakat yang baik pula dalam membangun opini publik tentang satu isu yang 
sedang berkembang (Dahlberg, 2005). Dalam praktek politik, acapkali interaksi 
antar manusia di ruang publik tidak menghiraukan serangkaian nilai dan norma 
yang berlaku (Adut, 2012), sehingga para aktor politik dapat saja berbicara tentang 
suatu isu politik tertentu, tetapi isi atau konten dan cara penyampaian gagasannya 
tersebut di luar koridor norma masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia 
sering memberikan label, bahwa politik itu kotor, karena cenderung mengabaikan 
nilai dan norma moral sosial. Para aktor politik cenderung menghalalkan segala 
cara demi mewujudkan ambisi politiknya. Pola perilaku seperti ini tentu kontra 
produktif dengan ide Habermas tentang perlunya tindakan komunikatif dalam 
public sphere. 

Pada era revolusi 4.0, teknologi informasi menjadi panglima kehidupan 
manusia. Determinasi teknologi informasi telah mempengaruhi perubahan sosial 
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dalam semua aspek, termasuk di dalamnya pengaruh terhadap bentuk public 
sphere. Jika sebelumnya pertemuan manusia itu berlangsung di public sphere 
secara phisik, maka sekarang pertemuan itu berlangsung di ruang virtual. Public 
sphere tidak hilang sama sekali, namun bentuknya sudah lebih banyak digantikan 

oleh virtual sphere (Papacharissi, 2020) sebagai ruang pertemuan baru bagi publik. 
Pergeseran bentuk dari public sphere menjadi virtual sphere juga terjadi dalam 
praktek politik praktis. Pada virtual sphere inilah, manusia berinterkasi dan 
membangun opini publik sebagaimana mereka kehendaki (Mazali, 2008). 
Persinggungan ini terjadi di ruang digital dimana era itu disebut sebagai digital 
democracy (Loader & Mercea, 2011). 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui terdapat transisi atau perubahan 
dalam bentuk public sphere. Awalnya dikenal sebagai ruang interaksi sosial antar 
orang di wilayah publik, dimana para actornya dapat secara langsung melakukan 
face to face communication (Habermas, 1974), namun sekarang berubah menjadi 
ruang interaksi social di ruang virtual. Secara esensial, perubahan bentuk public 
sphere tersebut tidak jauh berbeda dari konsep awal dari Habermas. Aspek yang 
membedakannya adalah terletak pada media komunikasinya, dimana pada virtual 
sphere, interaksi sosial dari para aktor ruang virtual melalui aplikasi teknologi 
komunikasi dan informasi internet serta media sosial (Papacharissi, 2020). 
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi tersebut juga turut mempengaruhi 
perkembangan teori sosial dalam memberikan pemahaman yang baru tentang 
konsepsi public sphere. 

Perubahan bentuk public sphere menjadi virtual sphere sebagaimana 
dipaparkan di atas, menyebabkan terjadinya transformasi struktural dari pelaku 
atau actor public sphere (Dahlberg, 2005). Pada fase perkembangan public sphere, 
para aktor yang berinteraksi relatif berasal dari mereka yang memiliki kelas sosial 
yang sama, baik pada public sphere tradisional, maupun public sphere modern. 
Sedangkan pada fase perkembangan virtual sphere, para pengguna media sosial 
tidak dibatasi oleh kesamaan kelas (Gestrich, 2006). Ruang tanpa batas kelas 
tersebut memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk menebar serangkaian 
isu sosial serta sekaligus membangun opini publik sebagaimana mereka kehendaki. 
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat dahsyat seperti inilah 
yang kemdudian mempengaruhi bentuk sekaligus fungsi public sphere. 

Perubahan bentuk dan fungsi dari public sphere menjadi virtual sphere 
sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan ruang dan peluang bagi para 
educated peoples yang tentu lebih memiliki literasi teknologi komunikasi dan 

informasi yang tinggi untuk memanfaatkannya sesuai dengan interes yang mereka 
miliki, diantaranya adalah untuk melakukan diskusi publik. Oleh karena itu, kita 
semua sekarang melihat maraknya diskusi publik yang diselenggarakan di alam 
virtual daripada di alam nyata. Dalam kaitannya dengan kepentingan politik 
praktis, baik public sphere maupun virtual sphere sama-sama memiliki fungsi 
sebagai wilayah untuk membangun opini publik. Dalam pandangan sosiolog seperti 
John Stuart Mill dan James Madison, perubahan bentuk public sphere menjadi 
virtual sphere tersebut telah menciptakan fenomena liberal public sphere 
(Rowland, 2006). Anggapan ini muncul dari perspektif teori liberal USA tentang 
repsentasi politik. Meskipun demikian pandangan ini tidak berbanding lurus dengan 
negara-negara seperti Indonesia. Sistem keterwakilan Indonesia bukan sebagai 
aspek majority, sehingga tidak ada primer actor yang mewakili kelompok tertenu 
semata melainkan keseluruhan. 
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Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet tertinggi, tahun 2018 
pengguna internet Indonesia 171,17 juta jiwa dari populasi 264,16 juta jiwa, 
artinya terdapat 64,8% penduduk Indonesia aktif menggunakan internet. Pada 
tahun 2020 naik menjadi 196,71 juta jiwa pengguna dari populasi 266,91 juta jiwa, 

atau terdapat 73,7% penduduk Indonesia yang aktif sebagai pengguna internet 
(APJII, 2018, 2020a). Kontribusi pengguna paling tinggi berada di Pulau Jawa 
56,4%, Sumatra 22,1%, Sulawesi 7,0%, Kalimantan 6,3%, Bali dan Nusa Tenggara 
5,2%, Maluku dan Papua 3,0% (APJII, 2020b). Dari total pengguna tersebut, 
terdapat 51,5% pengguna internet Indonesia yang aktif mengakses media sosial, 
dan 32,9% yang mengakses internet untuk kebutuhan komunikasi (APJII, 2022). 

Jumlah pengguna internet yang tinggi mendorong terjadinya interaksi sosial 
secara terbuka di media sosial. Bahwa tingginya interaksi sosial yang berlangsung 
di media sosial itu otomatis memiliki efek positif, sekaligus juga negative. 
Indonesia dalam laporan Microsoft sebagai negara dengan pengguna internet yang 
tidak ramah, memiliki indeks kesopanan paling buruk se Asia Pasifik dengan skor 
83% (Microsoft, 2021). Diantara beberapa negara Asia Pasifik lainnya Indonesia, 
menjadi negara dengan indeks kesopanan paling buruk. Hal ini disebabkan oleh 
interaksi masyarakat Indonesia di media sosial dengan mengabaikan sikap saling 
menghormati antara satu sama lainnya. Menurut laporan Microsoft indeks ini 
didasari oleh sikap pengguna media sosial Indonesia yang sering melakukan bully, 
discrimination, hate speech dan menebarkan hoax. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat, 

mempengaruhi perubahan sistem tata kelola pemerintahan, dan pembaharuan 
prinsip-prinsip demokrasi, serta membuka peluang setiap anggota masyarakat 
untuk aktif di dalamnya, yang mana salah satunya adalah keaktifan masyarakat di 
berbagai media sosial. Penetrasi pengguna internet Indonesia yang tinggi dengan 
jumlah akses internet mencapati 4-5 jam dalam sehari menunjukan bahwa 
masyarakat Indonesia sangat aktif di dunia maya terutama media sosial (APJII, 
2020b). Suatu Negara yang telah memiliki tradisi demokrasi yang kuat, akan 
memberikan ruang partisipasi masyarakat yang luas. Masyarakat sipil tidak lagi 
tergantung pada state, namun tidak jarang pula sebagian pengguna media sosial 
tersebut memanfaatkan ruang kebebasan dalam virtual sphere itu dengan tindakan 
yang negative, sehingga dapat menjadi trigger terjadinya konflik sosial. Tindakan 
semacam ini melahirkan fenomena virtual enemy (Dahlberg, 2005). 

Beberapa kajian terakhir telah medeskripsikan perubahan dari public sphere 

menjadi virtual sphere. Realita tentang media sosial yang sekarang ini telah 
menjadi tempat pertemuan publik tersebut disebut dengan new form of public 
sphere (Çela, 2015) yang secara sosiologis juga menjadi new social capital yang 
salah satu fungsinya adalah untuk mobilisasi opini publik dan menciptakan 
diskursus baru. Komunitas dari para pengguna media sosial tersebut merupakan 
kelompok yang mampu mendiseminasikan informasi baru secara cepat, sekaligus 
juga membangun opini publik tentang realita relasi kelompok mayoritas dan 
minoritas dalam suatu masyarakat (Khamis & Sisler, 2010). Biasanya opini publik ini 
dimobilisasi oleh kelompok yang aktif di media sosial, yang mana umumnya mereka 
adalah anak muda yang berkeinginan untuk memperdebatkan isu-isu politik secara 
terbuka di virtual sphere. Budaya politik yang dikembangkan melalui virtual sphere 
tersebut merupakan fenomena baru di era kontemporer (Rycroft, 2007). Selain 
istilah public sphere yang berubah menjadi virtual sphere, atau new form of public 
sphere, ada pula yang menyebutnya sebagai multiple public sphere (Rauchfleisch & 
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Schäfer, 2015), atau multilayer sphere (Losifidis, 2011) karena ia memiliki fungsi 
untuk membangun berbagai macam opini publik sesuai dengan tujuan para aktor 
sebagai pengguna yang terlibat dalam perbincangan di media sosial tersebut sesuai 
dengan social network yang terbentuk (Kahne & Bowyer, 2018). 

Sebagai negara dengan tingkat pengguna internet tertinggi ketiga di dunia 
dengan rata-rata pengguna 212,35 juta jiwa di bawah India dengan jumlah 
pengguna internet 755,82 dan Tiongkok 989,08 juta jiwa (Internet World Stat, 
2021) dan negara dengan kategori pengguna media sosial tidak sopan di Asia 
Pasifik, maka penelitian bertujuan untuk melakukan analisis dengan eksplorasi 
terhadap perkembangan pengguna media sosial media Indonesia. Penelitian ini 
merujuk pada pandangan tentang trasformasi struktur public sphere yang menjadi 
virtual sphere (Papacharissi, 2020) melalui media sosial (Çela, 2015; Mazali, 2008). 

 

METODE PENELITIAN 
Metode kualitatif merupakan mode of thinking yang berfungsi untuk 

mengkategorisasikan data dan item-item temuan penelitian, serta menganalisanya 
dengan landasan teori sekaligus konsep-konsep pokok yang dipergunakan dalam 

penelitian tersebut (Freeman, 2016). Pendekatan kualitatif dianggap sebagai 
pendekatan yang kontemporer karena fokus pada sumber data yang diperoleh 
melalui pengalaman penelitian melalui interview, observasi, dan dokumentasi 
(Dowling et al., 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggali informasi yang sesuai dari dokumen-dokumen aktivitas pengguna media 
sosial untuk menganalisa fenomena transformasi struktural public sphere menjadi 
virtual sphere. 

Penelitian ini menggunakan data laporan resmi yang diterbitkan oleh Asosiasi 
Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Global Web Index (WBI). Proses 
analisa data diidentifikasi dengan melihat kondisi digital sphere di Indonesia, untuk 
memahami perilaku pengguna media sosial di Indonesia. Menurut (Mohajan, 2018) 
cara ini lebih eksplisit dalam menganalisa fenomena dan teori, sehingga 
menghindari penggunaan data yang bias dan tidak relevan di dalamnya. 
Pendekatan qualitatif dengan mengeskplore perilaku dan interaksi masyarakat di 
ruang digital menerjehakan data dan fenomena secara baik sebagaiman konsep 
(Freeman, 2016) dalam mengidentifikasi item dan criteria dalam temuan. Tahap 
selanjutnya adalah menjawab tujuan penelitian yang spesifik, Arntsen & Waldrop, 

(2018) menggambarkan fenomena dan data yang mengatasi secara empiris 
empirical anaylsis. 

 

PEMBAHASAN 
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap berbagai 

aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya proses transformasi struktural 
public sphere menjadi virtual sphere (Papacharissi, 2020). Transformasi struktural 
ini tidak merubah esensi dari fungsi public sphere, yakni sama-sama untuk 
mengkritisi dan/atau mempengaruhi kebijakan publik atas dasar argumentasi serta 
tawaran berbagai alternatif solusi yang terbangun dalam forum diskursif public 
tersebut. Meskipun demikian, oleh karena karakter ruang diskusinya berbeda, 
maka tentu akan memberikan dampak pada hasil diskusi yang berbeda pula, baik 
bagi publik, pemerintah, serta kualitas opini maupun kebijakan publik yang 
dihasilkan. Secara alamiah, setiap program kegiatan yang dibuat oleh manusia akan 
selalu memberikan dampak positif maupun negatif (Siddiqui & Singh, 2016). 
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Setiap teknologi baru, maka ia akan menciptakan ruangnya sendiri yang baru 
pula, termasuk di dalamnya social media (Mazali, 2008). Media sosial adalah tools 
baru yang dapat dipergunakan untuk mendiskusikan dan membangun public opinion 
yang terkait dengan isu, ide atau masalah tertentu. Masyarakat Indonesia sebagai 

salah satu pengguna media sosial tertinggi di dunia dengan menduduki peringkat 
ketiga di dunia, menjadi salah satu negara yang para pengguna internet dan media 
sosialnya memiliki tingkat interaksi di sosial media yang tinggi. Hal ini mejadi salah 
satu penyebab isu-isu politik dan berbagai kebijakan publik di Indonesia dapat 
dengan mudah dilihat melalui data interaksi para pengguna di media sosial. Para 
pengguna media sosial terlibat secara intens mendiskusikan isu berbagai kebijakan 
publik, serta persoalan kebangsaan dan kenegaraan lain, baik dalam posisi pro 
maupun kontra. 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan angka 
penetrasi pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
Pada tahun 2019-2020 pengguna internet Indonesia 196,71 juta jiwa pengguna dari 
total populasi 266.91 juta jiwa, angka ini naik dari tahun sebelumnya yang 171,17 
juta jiwa pengguna intenet dari total populasi 264,16 juta jiwa. Artinya setiap 
tahunnya pengguna internet Indonesia naik 6 - 7%. Jika dilihat berdasarkan sebaran 
provinsi, maka Provinsi Jawa sebagai provinisi dengan jumlah pengguna internet 
tertinggi di Indonesia. Lihat gambar 1, penetrasi pengguna internet di Indonesia 
didominasi oleh dua provinsi yaitu Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Secara 
demografi Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia 

melebihi beberapa pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Secara statistik, 
diketahui bahwa jumlah penduduk tersebut berdampak pada jumlah pengguna 
internet (APJII, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020a). 

Gambar 1. Penetrasi Internet per Wilayah dari Total Populasi Tahun 2019-2020 
 

Sumber: (APJII, 2020b) 

Media sosial menyandang dua term; utopia atau dystopia (Price, 2013). 
Utopia karena membawa manusia kepada dunia yang moderen dan interaktif, 

sedangkan dystopia karena menciptakan kejahatan seperti cybercrime, social 
persecution, dan lainnya di media online. Peningakatan jumlah pengguna internet 
di Indonesia berada pada dua posisi tersebut. Media sosial senantiasa memiliki 
bright side, sekaligus juga dark side. Pada satu sisi, media sosial melalui virtual 
sphere dapat berkontribusi mendukung proses demokratisai yang disebut virtual 
networking democracy (Loader & Mercea, 2011), namun pada sisi lain justru 
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membuka ruang dystopia (Price, 2013). Dalam rangka mencegah agar media sosial 
tidak banyak memberikan negative impact, maka Pemerintah Indonesia 
mengeluarkan kebijakan melalui UU ITE No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Kemkominfo, 2016). Peraturan tersebut guna membatasi 

masyarakat melakukan tindakan yang tercela seperti penghinaan, penyebaran 
hoax, bullying, dan lain-lain. 

Gambar 2, adalah sebaran pengguna internet di Pulau Jawa, jumlah pengguna 
internet yang tinggi berdampak pada networking communication media sosial, 
artinya interaksi di media sosial terpusat pada provinsi dengan jumlah pengguna 
internet tertinggi. Jakarta salah satunya, provinsi central ini menjadi titik interaksi 
pengguan media sosial, selain sebagai ibu kota negara, Jakarta juga tempat 
berkumpulnya komunitas dari berbagai macam daerah sehingga seluruh budaya dan 
agama perlu menjadi perhatian. Perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik 
di Jakarta menciptakan ruang publik baru yang berlawanan arah, dalam beberapa 
tahun terakhir isu-isu seperti politik identitas, terorisme, khilafah, toleransi, dan 
pemerintahan menjadi dinamika yang tidak luput dari perhatian. 

Gambar 2. Penetrasi Pengguna Internet dari Total Penduduk Jawa Tahun 2019-2020 
 

Sumber: (APJII, 2020b) 

Digital democracy berkembang dengan cepat (Loader & Mercea, 2011), 
sebagai ruang publik baru (Kruse et al., 2018). Tetapi menurut Bimber & Gil de 
Zúñiga, (2020) media sosial sebagai ruang digital democracy memfasilitasi 
penyebaran informasi yang salah antara satu kelompok dengan yang lain dan 
membangun persepsi negatif. Selain itu menurut Bimber & Gil de Zúñiga, (2020) 
media sosial menciptakan masalah yang epistemic, hal itu ditunjukan dengan 
bagaimana media sosial digunakan oleh aktor tertentu untuk menyerang satu sama 

lain, hal lain yang menunjukan bahwa komunikasi di media sosial dibangun atas 
dasar pandangan politik dan konstituennya bukan karena networking semata (Govil 
& Baishya, 2018). Penjelasan tersebut menguraikan bagaimana media sosial 
khususnya di Indonsia digunakan sebagai alat untuk menyerang individu yang 
berlawanan arah, baik politik, aliran agama, argumen dan persepsi lainnya. 
Partisipasi di media sosial didasari oleh motivasi tertentu (Khan, 2017), tetapi 
umumnya keterlibatan tersebut bersifat crowd interaction dengan identitas yang 
tidak pasti. 

Dari latar belakang pengguna internet Indonesia yang tinggi yang tersebar di 
Pulau Jawa dan kemampuan menciptakan isu-isu strategis pada media sosial, 

membuat persepsi global terhadap pengguna internet Indonesia sebagai negara 
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Q1 Q2 Q3 Q4 

Country DCI         Rank 

United States 56 3 

Canada 62 9 

Country DCI        Rank 

Chile 67 14 

Colombia 70 21 

Argentina 71 23 

Brazil 72 25 

Peru 74 28 

Mexico 76 30 

dengan pengguna internet yang tidak sopan (Microsoft, 2021). Indonesia menduduki 
peringkat pertama sebagai negara dengan pengguna media sosial yang tidak sopan 
di Asia Pasifik, penilaian ini dlihat dari sikap pengguan media sosial Indonesia yang 
menciptakan presepsi buruk terhadap pengguna media sosial lainnya. Beberapa 

Tindakan seperti menyerang salah satu Drama Korea (Racket Boys) sehingga 
mendapatkan rating buruk (Istiqomatul Hayati, 2021). Dalam sepak bola pun 
demikian sering terjadi say word antar pendukung sepakbola (Anshari, 2018). 
Tetapi yang paling tampak bahwa pengguna media sosial Indonesia adalah yang 
paling tidak sopan dari interkasi antar pro pemerintah dan kontra pemerintah. 
Kedua kelompok itu sering diafirmasikan dengan paham politik yang berbeda pula, 
keduanya sering dikategorikan sebagai cebong atau kampret dalam istilah 
pengguna media sosial Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Rauchfleisch & Schäfer, (2015) menilai 
ruang-ruang publik terlah bertransformasi begitu cepat, terutama dalam 
mendepatakan masalah. Konsep public sphere yang bertransformasi menjadi 
virtual sphere menunjukkan masyarakat yang berada dalam ruang digital 
mendebatkan apa saja, bahkan itu di luar pemahaman yang ia ketahui sekalipun. 
Hal ini tentu berbeda dengan ide public deliberation ala Habermas bahwa 
diskursus public semestinya fundamental antara kepetingan yang terlembagakan 
secara baik (Habermas, 1974), dengan begitu transisi public sphere menjadi konsep 
yang multi perspective. Transisi tersebut meciptakan perilaku yang buruk yang 
menghina, menjatuhkan, dan membunuh karakter serta didukung oleh post- 

representative government (Hamilton, 2009). 
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi turut mempengaruhi perubahan 

pilihan ruang debat public rakyat dari public sphere menjadi virtual sphere melalui 
aplikasi media sosial. Perdebatan public di media sosial tersebut, diantaranya 
untuk merespon kinerja tata kelola pemerintahan yang ada. Virtual sphere yang 
berupa aplikasi media sosial sebagai ruang diskursif baru tersebut dapat pula 
disebut sebagai salah satu jenis new market (Losifidis, 2011). Dalam kaitan ini, 
masyarakat Indonesia adalah pasar bagi perkembangan teknologi, karena ia 
cenderung konsumtif, sehingga berpengaruh pada peningkatan pengguna media 
sosial, laporan (GWI, 2019; Microsoft, 2021; Transactions & Law, 2011) media sosial 

di Indonesia telah dimanfaatkan oleh pemerintah, e-commerce, fintech, lembaga 
keagamaan, serta individu. Tetapi itu tidak berbanding lurus dengan fungsi 
semestinya sebagai sumber infromasi dan komunikasi publik. 

Gambar 3. Digital Civility Index 
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Sumber: (GWI, 2019) 
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Anggapan Price, (2013) tentang media sosial, maka di Indonesia yang terlihat 
adalah dystopia, tentu kondisi ini disebabkan oleh perilaku pengguna media sosial 
Indonesia yang tidak ramah. Gambar 3, digital civility index tahun 2019 
menjelaskan bahwa Indonesia masuk sebagai negara dengan pengguna yang tidak 

ramah. Transisi perubahan public sphere dimana opini publik dapat dibangun tidak 
berjalan baik seperti pandangan (Loader & Mercea, 2011), 

Virtual sphere Indonesia dominan berisi pro kontra antara dua kelompok yang 
saling berlawanan, biasanya keduanya ikut terlibat dalam menciptakan isu tertentu 
baik itu secara langsung ataupun tidak. Selain itu pengguan internet Indonesia 
lebih sering menggunakan anonym account, akibatnya interaksi bersifat hate 
speech dan penyebaran hoax menjadi sangat tinggi. Lihat table 1 analisis yang 
dipulikasi Drone Emprit isu trending di media sosial Indonesia yang dibicarakan, 
dari isu tersebut beberapa diantaranya muncul akibat sikap politik kelompok yang 
terbagi antara pendukung pemerintah dan tidak mendukung pemerintah, isu-isu di 
bawah seperti; 

Kampanye stop berita COVID-19 didasari oleh kondisi masyarakat yang 
terdampak covid-19, umumnya masyarakat yang terdampak covid-19 adalah 
mereka dengan pendapatan rendah. Sehingga muncul isu di media sosial agar 

pemerintah tidak lagi memberitakan informasi yang menciptakan ketakutan dan 
membatasi masyarakat. Selain itu juga muncul respon terhadap kebijakan PPKM 
yang diberlakukan oleh pemerintah kepada beberapa daerah yang menimbulkan 
protes, hal tersebut didasari oleh kebijakan pemerintah yang tidak tegas pada 
beberapa kasus covid-19. Tetatpi pemerintah bersikap keras kepada masyarakat 
yang melakukan pelanggaran, kebijakan PPKM berdampak pada matinya aktifitas 
ekonomi. 

Sedangkan isu terorisme muncul sebagai reaksi terhadap langkah pemerintah 
dalam menangani isu politik nasional, isu ini berkaitan dengan pandangan politik 
dan aliran agama kelompok yang berbeda. Isu ini terbagi menjadi dua, kelompok 
yang pro terhadap pemerintah dan kelompok kontra. Kelompok kontra adalah 
mereka yang dianggap menyebarkan dan mendukung isu terorisme melalui 
kampanye negara khilafah dan mendukung syariat Islam. Isu khilafah sebenarnya di 
luar isu utama tetapi pengguna media sosial menggunakan isu tersebut secara 
bersamaan untuk mengkampanyekan pandangannya tentang khilafah. 

Beberapa isu lainnya dapat dilihat pada table 1, dua tahun terakhir polariasi 
politik di media sosial sangat populer. Isu ini berkembang karena kedua belah 
pihak meresponnya selian itu negative sentiment yang diciptakan mengakibatkan 

keduanya membentuk social media networking. Kahne & Bowyer, (2018) ada 
interaksi dinamis antara pengguna media sosial, dengan begitu komunikasi users 
dibentuk oleh isu yang berkembang. Diantara beberapa kasus yang terjadi di 
Indonesia, interkasi dinamis yang membentuk SNA antara kelompok pro dan kontra, 
tetapi dalam kacamatan demokrasi ini dianggap sebagai partisipasi politik (Loader 
& Mercea, 2011). 

Tabel 1. Mapping Issues di Media Sosial Indonesia 
 

Isu Deskripsi Sumber 
 

Kampanye 
stop berita 
covid-19 

 Motif interaksi yang terjadi di media sosial 
adalah kesehatan dan ekonomi. 

 Motif kesehatan membuat masyarakat 
menjadi panik, sedangkan motif akonomi 
karena masyarakat kehilangan pendapatan, 

https://pers.droneem 
prit.id/kampanye- 
stop-berita-covid/ 

  kebutuhan ekonomi di masa pandemi.  
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Tolak PPKM  Kebijakan PPKM pemerintah mendapatkan https://pers.droneem 
 respon negatif dari pengguna medisa sosial prit.id/demo-tolak- 
  Muncul tagar #makzulkanjokowi, ppkm-dan-tagar- 
 #jokowistepdown, dan #gantipresiden tagar-turunkan- 
 sebagai komunikasi kontra Jokowi. presiden/ 

Terorisme  Social media users membangun opini publik https://pers.droneem 
 tentang terorisme yang berhubungan dengan prit.id/teror- 
 kepala daerah. kelompok-mit-di- 
  Sedangkan pada pemerintah pusat pengguna poso/ 
 media sosial media menilai bahwa  

 pemerintah tidak memiliki perhatian secara  

 khusus.  

Khilafah  Isu khilaf digunakan pada saat yang https://pers.droneem 
 bersamaan ketika masyarakat melakukan prit.id/kampanye- 
 demo terhadap penyerangan Israel terhadap khilafah-dalam-isu- 
 Palestina. palestina/ 
  Isu Palestina ikut disusupi dengan beberapa  

 kampanye tentang Khilafah yang sebenarnya  

 diluar main issues.  

Wawasan  Sentimen negatif terhadap tes wawasan https://pers.droneem 
kebangsaan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK karena prit.id/wawasan- 

 dinilai cacat administrasi. kebangsaan/ 
  Pegawain KPK yang memiliki track record  

 yang baik dalam tindakan korupsi tidak lolos  

 tes wawasan kembangsaan  

  Pendukung pemerintah menilai tes wawasan  

 kebangsaan untuk menunjukan adanya  

 pegawai yang radikal dalam tubuh KPK.  

Perguruan  Media sosial berperan bagi Perguruan tinggi https://pers.droneem 

Tinggi dan terutama dalam melakukan sosialisasi, prit.id/perguruan- 
Narasi membangun networking dan publikasi. tinggi-dan-narasi- 
Keilmuan di  Hashtag yang digunakan oleh perguruan keilmuan-di-media- 
Media Sosial tinggi luar negri memilih fokus pada sosial/ 

 keilmuan mereka.  

  PT di Indonesia belum aktif menggunakan  

 media soisla terutama dalam publikasi  

 keilmuan.  

Analisis  Ujaran kebencian dilakukan di media sosial https://pers.droneem 
Ujaran dengan menyasar golongan tertentu dari segi prit.id/analisis- 
Kebencian ras, budaya dan agama. ujaran-kebencian-di- 

  Hashtag ditujuakan kepada kelompok yang media-sosial- 
 tidak pro terhadap pemerintah. ambroncius-dan-abu- 
  Interaksi di media sosial bersifat menyarang janda/ 
 satu sama lain, dengan menciptakan  

 sentiment negatif bagi kelompok yang  

 kontra.  

Cyberbullying  Perundungan dan cyberbullying tidak akan https://pers.droneem 
 pernah hilang, media sosial sebagai salah prit.id/pencegahan- 
 satu dampak cyberbullying. cyberbullying-saat- 
  Cyberbullying adalah salah satu topik dalam sekolah-daring/ 
 digital citizenship.  

Sumber: Drone Emprit, 2019-2020 
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Mengapa sering terjadi bullying dan penyebaran hoax di media sosial, hal ini 
dapat diketahui oleh motivasi pengguna media sosial di Indonesia, Laporan GWI, 
(2019) dari rata-rata pengguna terdapat beberapa motivasi pengguna media sosial 
seperti; (1) mengisi kekosongan 61% dari rata-rata global 37%. (2) terhubungan 

dengan pengguna lain (54%) dari rata-rata global (33%). (3) Mencari hiburan (54%) 
dari (38%). (4) berbagi foto dan video (53%) dari (33%). (5) mengikuti teman yang 

menggunakan media sosial (51%) dari rata-rata global (30%). Dari kelima alasan 
tersebut, alasan dengan prosentase tinggi adalah untuk mengisi kekosongan dengan 
prosentasi (61%), kedua adalah membangun networking (54%) dan mencari hiburan 
(54%). Beberapa alasan menggunakan media sosial di atas cukup berpengaruh bagi 
sikap pengguna media sosial Indonesia yang tidak ramah. 

Gambar 4. Pengguna Media Sosial Berdasarkan Usia 

 

Sumber: (GWI, 2019) 

Dari sikap pengguna media sosial dan alasan menggunakan media sosial 
tersebut rata-rata adalah users dengan usia 16-24, jumlah pengguna di Indonesia di 
dominasi dengan meraka yang berusia sangat muda, artinya mereka yang 
menggunakan media sosial pada usia tersbeut mencari tantangan baru dan teman 
pada virtual sphere. Sehingga tidak jarang influencer di Indonesia didominasi oleh 
anak muda yang punya keterampilan komunikasi. Pengguan dengan prosentasi 
tertinggi kedua dengan suia 25-34, usia ini adalah uisa produktif yang punya 
kematangan dalam menggunakan media sosial dan juga punya arah atau pandangan 
politik terhadap beberapa isu. 

Kategori usia-usia tersebut adalah mereka yang melakukan tindakan bullying 
terhadap orang lain di media sosial. Indonesia bulying sering terjadi karena 
beberapa alasan seperti; kebijakan yang yang tidak jelas dan sering berubah-ubah, 
penegakan hukum yang timpang, pernyataan yang kontroversial, tindakan amoral, 
perbedaan pandangan politik. Gambar 5 di bawah menunjukan rata-rata pelaku 
bullying adalah generasi millennial dan generasi Z, keduanya mencari koneksi di 
media sosial dengan membangun persepsi yang sama tentang topik yang booming, 
keduanya juga dapat memberikan pandangan negatif terhadap isu-isu tersebut. 

Tidak jarang pula, di media sosial terdapat users yang memiliki pengikut dan 
mampu menciptakan isu baru untuk counter issues dalam waktu yang bersamaan. 
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Gambar 5. Tindakan Bullying Berdasarkan Usia 

 
Sumber: (GWI, 2019) 

Generasi Z dan millennial ikut meramaikan media sosial dengan pilihan politik 
tertentu, di lain sisi generasi Z dan milenial juga mendorong program pemerintah, 
hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman melalui kampanye di media 
sosial tentang program atau kebijakan pemerintah. Indonesia termasuk salah satu 
negara yang menggunakan jasa generasi Z dan millennial dalam melakukan 
sosialisasi. BBC Indonesia, (2020) pemerintah Indonesia mengeluarkan 90 miliar 
untuk promosi kegiatan dan program, jasa influencer Indonesia di era disrupsi 
membantu pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat khususnya di masa 
pandemic, dengan menggunakan jasa influencer maka berdampak sangat besar 
dengan pesan-pesan ajakan dan persuasif (Hakim, 2021). Disisi lain dengan 
menggunakan jasa influencer maka infromasi tentang kegiatan pemerintah dampat 
diketahui masyarakat sampai ke daerah pelosok (Lizsa Egeham, 2020). 

Laporan Kominfo RI, (2020) selama masa covid-19 isu hoax tersebar di semua 
media sosial seperti whatsapp, twitter, facebook dan instagrama dan akun media 
sosial lainnya. Penyebaran berita bohong yang terjadi di Indonesia disebabkan 
pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang virus covid-19, selian itu 
literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah menjadi salah satu faktor 
penyebaran berita bohong meningkat setiap harinya. Selama tahun 2020 setidaknya 
terdapat 546 berita hoax yang telah diterima oleh Kominfo RI, laporan tersebut 
belum termasuk berita yang direkap selama dua tahun terakhir penyebaran covdi- 
19 dan berita lainnya diluar covid-19 (Kominfo RI, 2020). 

Gambar 6. Media Sosial Meningkatkan Polarisasi Politik 

 

Sumber: IPSOS Mori 2019 
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Salah satu langkah antisipasi yang diambil oleh pemerintah terutama untuk 
mensukseskan program dan counter isu hoax adalah menggunakan influencer 
sebagai kelompok yang mengkomunikasikan dan promosi kegiatan pemerintah. 
Indonesia termasuk salah satu negara dengan pengguna influencer tertinggi di 
dunia dan berdampak bagi kesuksesan kegiatan pemerintah. Persepsi pengguna 
media sosial di Indonesia mudah diberikan sugesti tentang kebijakan. Diantara 
beberapa negara di dunia seperti Kenya, Turki, Afrika Selatan, India, Amerika 
Serikat, Hongkong, Korea Selatan, Rusia dan Jepang. Indonesia sebagai negara 
ketiga dengan penambahan jumlah influencer dengan dampak yang sangat kecil, 
artinya dalam beberapa kasus meggunakan influencer tidak begitu berpangaruh 
besar, terutama pengguna media sosial Indonesia sering didominasi oleh akun 
anonim atau buzzer, akun-akun ini yang menciptakan persepsi buruk terhadap cara 

kelompok atau individu dalam merespon satu fenomena yang terjadi di 
masyarakat. 

Indonesia memanfaatkan infulerncer untuk menciptakan persepsi publik yang 
baik. Public opinion dapat diciptakan melalui media sosial, lalu opini tersebut 
membantuk network dengan opini yang sama (Losifidis, 2011). Negara saat ini 
menggunakan influencer untuk membentuk opini publik tentang apa yang 
dilakukan. Atau dalam istilah yang berbeda ia berupaya mendominasi multilayer 
sphere (Çela, 2015), tujuannya agar kebijakan yang diambil pemerintah 
mendapatkan persepsi baik di media sosial ataupun ruang publik. 

Menurut lembaga Microsoft, (2021) pengguan media sosial di Indonesi 
berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah pengguna, hal tersebut dapat 

dilihat dari interaksi dan pemanfaatan. Media sosial memiliki pedang bermata dua, 
pada saat tertentu baik bagi pemerintah untuk mempromosikan kegiatan dan 
program tetapi di sisi lain menjadi musuh karena menciptakan persepsi buruk 
terhadap orang lainya yang berlawanan arah. Dari laporan tahunan Microsoft 2020 
media sosial memberikan kontribusi besar pada perusahan (59%), media informasi 
(54%), pemerintah (48%), institusi pendidikan (46%) dan lembaga keagamaan (41%). 
Intensitas tersebut sama halnya dengan menghabiskan lebih dari 5-6 jam dalam 
sehari untuk berselancar di media sosial, membaca berita, memberikan informasi, 
membangun komunikasi, serta menciptakan networking dengan dunia luar, tetapi 
tidak semuanya berjalan sebagaimana fungsi media sosial itu sebenarnya. 

Perubahan public sphere menjadi virtual sphere perlu dipahami sebagai 
transisi utopia yang bertujuan membangun masyatakat tanpa kelas. Interaksi 
dibangun antarmasyarakat tidak terbatas pada satu isu semata melaikan inclusive, 
pemerintah dan pengguna media sosial perlu membangun ulang new public sphere 
dengan interaksi baik. Ide Habermas tersebut dapat bekerja dalam ruang virtual 
deliberation (Çela, 2015). Khamis & Sisler, (2010) beranggapan dengan begitu opini 
tidak bersifat negatif dan merugikan, terutama dalam aspek politik. Pemerintah 

dengan peran sentralnya perlu membangun ulang komunikasi di ruang virtual dan 
menciptakan multiple public sphere yang terbuka bagi semua ide yang berkembang 
(Rauchfleisch & Schäfer, 2015). 

Terhadap klaim-klaim ini, analisis ini menunjukkan bahwa ruang publik 
Habermas dalam kasus Indonesia yang bertransformasi menjadi ruang digital atau 
digital democracy (Loader & Mercea, 2011), dapat dipahami sebagai pemanfaatan 
virtual sphere semata tetapi tidak dalam pertukaran ide yang deliberative. Analisis 
ini mendemonstrasikan ruang virtual Indonesia yang diisi oleh interaksi negatif dan 
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saling menyinggung, dalam wacana sosial yang rasional seharusnya konsep 
Habermas dapat bekerja secara sempurna untuk membangun masyarakat 
demokratis terutama dalam opini publik (Dahlberg, 2005). 

 

KESIMPULAN 
Public sphere seperti ide Habermas yang bertransformasi menjadi virtual 

sphere adalah ruang publik yang menggunakan teknologi modern dan mampu 
menghubungkan individu, kelompok secara bersamaan. Berdasarkan uraian dan 
analisis di atas, maka artikel ini menyimpulkan bahwa, interaksi pengguna media 
sosial Indonesia dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa karakter pengguna 
media sosial adalah mereka yang berperilaku buruk, perilaku tersebut didasari oleh 
waktu interaksi di media sosial yang tinggi, selain itu didukung oleh motivasi 
menggunakan media sosial. Pada aspek politik pengguna media sosial didorong 
untuk mempromosikan program dan kegiatan pemerintah, kelompok ini disebut 
sebagai generasi Z dan milenial yang secara aktif menggunakan media sosial. 
Penetrasi pengguna internet Indonesia yang meningkat setiap tahunya memberikan 
dampak yang buruk, selain terjadinya cyberbullying, hate speech, hoax dan 
pembunuhan karakter terhadap lawan politik. 

Agar dapat menciptakan virtual sphere, maka perlu membangun ruang digital 
yang aman dan nyaman bagi pengguna media sosial, tentu hal tersebut dimulai 

dengan ekosistem digital Indonesia yang baik, dengan mengadopsi pandangan 
bahwa opini publik dapat dibentuk oleh semua masyarakat dengan akses yang 
sama, tetapi ia sebagai ruang publik yang intersubjektif. Selanjutnya pelembagaan 
ini perlu diikat melelalui institusi formal yang membatasi dan memberikan ruang 
yang sama. 
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